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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR P.21/Menhut-11/2014
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

KEGIATAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

s a.

.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin  Lingkungan, Kementerian atau lembaga
pemerintah non kementerian dapat menyusun
petunjuk teknis penyusunan dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Kegiatan Kehutanan;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman
Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 44);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 477/Kpts-
[1/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau
Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa
Liar;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-
172005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa
Liar;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-
1172008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri dalam Hutan Tanaman;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-
[1/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan
Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor 19/Menhut-11/2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 411);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-
1172008 tentang lzin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-11/72009
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 27);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-
1172009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi
Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-
1172011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 233);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.40/Menhutll/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara
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Menetapkan

18.

19.
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.33/Menhut-11/2012 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-
1172010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan
Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.4/Menhut-11/2012 (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 124);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-
11/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan
Areal Kerja lIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (ITUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi
Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri
pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.26/Menhut-11/2012;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  LINGKUNGAN
KEGIATAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-
UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin usaha di bidang kehutanan adalah izin pemanfaatan hutan yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin
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pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal
hutan yang telah ditentukan izin untuk melakukan usaha di bidang
kehutanan, izin industri primer hasil hutan kayu dan/atau bukan
kayu, izin pengusahaan pariwisata alam, izin pemanfaatan tumbuhan
dan/atau satwa liar, serta izin penangkaran tumbuhan dan/atau
satwa liar.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen AMDAL adalah dokumen yang terdiri dari dokumen
Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL),
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), serta Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup (RKL-RPL).

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah
pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau
UKL-UPL.

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup vyang
selanjutnya disebut KA-ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis
dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak
penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup
yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang
terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
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